BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA

WALIKOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA
NOMOR 21 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA NOMOR 38 TAHUN 2011
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL
SEKOLAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SAMARINDA,

Menimbang : a. bahwa Program Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun bertujuan
memberikan pendidikan minimal bagi Warga Negara Indonesia
untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat
hidup mandiri di dalam masyarakat atau melanjutkan
pendidikan yang lebih tinggi;

b. bahwa sehubungan adanya pasal multitafsir dan ada beberapa
pasal yang dilakukan perubahan dalam Peraturan Walikota
Nomor 38 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan
Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah tanggal 12
Agustus 2011 sesuai dengan Persetujuan Prinsip Walikota
yang tertuang dalam Telaahan Staf Dinas Pendidikan kota
Samarinda Nomor: 900/218/DP.IB/04 /2014 tanggal 16 April
2014, maka Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2011 perlu
untuk direvisi dan disempurnakan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota
Samarinda tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 38
Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana
Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Kota
Samarinda.

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang  penetapan



10.

11.

12.

13.

Undang-Undang  Darurat Nomor 3 Tahun 1933 tentang
pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-
Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
72. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang system Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor
78, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 4301);
Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor
5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan tanggunng jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pe;erintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan lembaran Negara Republic Indonesia nomor 4844);
Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republic Indonesia tahun 2004 nomor 126.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 157.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586).
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan
Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1998
Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3764);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4496);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Dekonsentrasi dan
Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4816);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4864);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan
dan Penyelenggaraan Pendidkan (Lembaran Negara Republic
Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republic Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 tahun 2009
tentang Standar Biaya Operasi Non Personalia Tahun 2009, untuk
Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidayah (SD/MI), Sekolah Menengah
Pertama / Madrasah Stanawiyah (SMP/Mts),Sekolah Menengah
atas/ Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan
(SMK),Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah
Pertama Luar Biasa(SMPLB), dan Sekolah Menengah atas Luar
Biasa (SMALB);

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 06 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan
Daerah Kota Samarinda dalam pelaksanaan Otonomi Daerah
(Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2008 Nomor 06 seri d
Nomor 03)

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda Tahun
Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2014
Nomor 1);

MEMUTUSKAN :



MENETAPKAN : PERATURAN WALIKOTA  TENTANG PERUBAHAN  ATAS

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA NOMOR 38 TAHUN 2011
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA BANTUAN
OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Samarinda Nomor 38 Tahun 2011
tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah
(Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2011 Nomor 38), diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 disisipkan 1 (satu) ayat diantara ayat (1) dan ayat (2), ayat (4)
dan ayat (5) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

BAB II
ALOKASI BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH (BOSDA)
Pasal 2

Pemerintah daerah memberikan dan BOSDA untuk jenjang Satuan
Pendidikan Dasar SD/MI SMP/MTs. dan Satuan Pendidikan Menengah
(SMA/MA/SMK), baik negeri maupun Swasta.

(1a) Dana BOSDA dialokasikan dalam APBD Kota Samarinda sesuai dengan

(2)

(3)

(4)
(9)

kemampuan Keuangan Pemerintah Kota.

Alokasi biaya Operasional yang diberikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Samarinda.

BOSDA diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Satuan Pendidikan
didasarkan pada Jumlah murid/ siswa sekolah yang bersangkutan.

Dihapus.
Dihapus.

2. Ketentuan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) ayat diantara ayat (1) dan ayat (2), ayat (5)
ditambahkan 1 (satu) huruf dan ayat (7) diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

BAB IV
PENERIMAAN DANA BOSDA
Pasal 4

(1) Yang berhak menerima Dana BOSDA adalah Satuan Pendidikan Dasar

SD/MI, SMP/MTs dan Satuan Pendidikan Menengah SMA.MA/SMK. baik

Negeri maupun Swasta yan terdaftar pada Dinas Pendidikan yang ditandai
dengan adanya Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN).

(1a) Dana BOSDA untuk Sekolah Negeri dianggarkan dalam bentuk program
dan kegiatan.



(2)

(3)

(4)

Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dana
BOSDA apabila telah memenuhi kewajiban mempertanggung jawabkan
belanja atas dana yang diterima.

Satuan Pendidikan Dasar SD/MI,SMP/MTs dan Satuan Pendidikan
Menengah SMA/MA/SMK, baik Negeri maupun Swasta berhak untuk
menerima / menolak dana BOSDA.

Satuan Pendidikan Dasar SD/MI, SMP/,MTs dan Satuan Pendidikan
Menengah SMA/MA/SMK, baik Negeri maupun Swasta yang menerima
dan menggunakan dana BOSDA dalam Operasional Sekolah, harus
bersedia untuk diaudit atau diperiksa seluruh penggunaan keuangan yang
digunakan satuan pendidikan tersebut baik dana BOSDA, bantuan APBN,
dana rutin dan dana Sumbangan lainnya.

(5) Satuan Pendidikan penerima BOSDA berkewajiban :

a.

b
c.
d

®

Menyusun RAPBS
Menyerahkan fotocopy rekening sekolah (Rutin);
Memberikan data siswa yang akurat;

Menggunakan dana BOSDA sesuai pedoman dan petunjuk serta
ketentuan yang berlaku;

Menggunakan dana BOSDA dengan transparan dan bertanggung jawab;

Mempertanggung jawabkan penggunaan Dana BOSDA bersama — sama
dengan pertanggung jawaban dan bantuan pusat dan dana lain yang
sah.

Apabila Subsidi keduanya (dari Provinsi Kalimantan Timur dan
Pemerintah Kota) tidak mencukupi berdasarkan anggaran yang dibuat
berdasarkan ketentuan yang ditetapkan, maka pihak Sekolah dapat
menarik dana dari orang tua/wali murid melalui rapat komite sekolah,
dengan catatan dilakukan dalam bentuk sumbangan sukarela, dan tidak
ada unsur paksaan serta harus mendapat persetujuan dari Walikota;

(6) Satuan Pendidikan melalui Komite Sekolah dapat menghimpun dana secara
sukarela dari masyarakat.

(7) Satuan Pendidikan penerima dana BOSDA tidak diperkenankan
menghimpun dana dalam bentuk apapun dari siswa/murid yang berasal dari
keluarga yang tidak mampu (miskin) dan harus mendapatkan pelayanan
pendidikan yang sama dengan siswa lainnya.

3. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah dan ayat (4) dihapus, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

BAB VI
PENGGUNAAN DANA



Pasal 6

(1) Dana BOSDA digunakan untuk pemenuhan Delapan Standar Nasional
Pendidikan, yaitu Standar Isi,, Standar Proses, Standar Kompetensi Lulusan,
Standar Tenaga Pendidik dan Kependidikan, Standar Sarana Prasarana,
Standar Pengelolaan, Standar Penilaian, dan Standar Pembiayaan dan
penggunaan dana BOSDA tersebut harus berpedoman kepada Petunjuk
Teknis yang ada;

(2) Satuan Pendidikan Penerima dana BOSDA harus menggunakan dana
tersebut secara transparan dan akuntabel termasuk dari dana APBN ,
BOSDA Provinsi Kalimantan Timur, rutin serta sumbangan dari pihak ketiga
yang tidak mengikat sesuai dengan RAKS dan RAPBS yang telah disusun;

(3) Kegiatan atau program Operasional Sekolah tidak diperkenankan untuk
dibiayai oleh lebih dari satu sumber pendanaan dan tidak memungkinkan
terjadi tumpang tindih (Double Cousting).

(4) Dihapus.

4. Ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3), ayat (4) diubah dan ditambahkan 1 (satu)
ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VII
PENGAWASAN , PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 7

(1) Pengawasan penggunaan dana BOSDA dilakukan oleh lembaga audit yaitu ;

a. Instansi pengawasan Internal seperti Inspektorat Daerah, dan Lembaga
Audit Eksternal seperti BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan
Pembangunan) dan Lembaga yang berwenang lainnya,;

b. Dinas Pendidikan Kota Samarinda.

(2) Pelaporan dan Pertanggungjawaban BOSDA oleh Satuan Pendidikan
disampaikan kepada Tim Pengelola BOSDA melalui Bagian Keuangan Dinas
Pendidikan Kota Samarinda, untuk triwulan I dan II paling lambat tanggal
10 Juli sedangkan untuk triwulan IIl dan triwulan IV paling lambat tanggal
20 Desember sesuai tahun dimaksud.

(3) Apabila ada sisa dana (saldo) dari anggaran Bosda Triwulan I dan II agar
dikembalikan ke Kas Daerah sebelum penyampaian Laporan Pertanggung
Jawaban (SPJ) tanggal 10 Juli dan untuk triwulan III dan IV paling lambat
tanggal 20 Desember tahun dimaksud.

(4) Menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban triwulan sebelumnya kepada
Walikota sebagai syarat pencairan Bosda untuk triwulan berikutnya.

(5) Kepala Satuan Pendidikan (Kepala Sekolah) bertanggung jawab atas
penggunaan dana BOSDA yang di terima setiap triwulan.



Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 20 Agustus 2014

WALIKOTA SAMARINDA,

ttd
H. SYAHARIE JA’ANG

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 20 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,
ttd
H. ZULFAKAR NOOR

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2014 NOMOR 21.

Salinan Sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepal gian Hukum

M

Nip. 19690512 198903 2 009




